
BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan     

 Pasien peserta BPJS Kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang  harus dipenuhi 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil salah satu bentuk kewajibannya yaitu 

melakukan pembayar iuran peserta BPJS Kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dengan 

peserta melakukan kewajibannya yaitu membayar iuran maka peserta BPJS Kesehatan 

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. 

4.1.2. Upaya Hukum 

 Peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan akibat adanya fraud dalam administrasi dapat 

melakukan pengaduan kepada BPJS setempat sehingga dapat dilakukan mediasi, namun 

apabila mediasi tersebut gagal maka dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan. 

Apabila pada peserta BPJS Kesehatan terdapat penghapusan hak atau hak dari peserta tersebut 

tidak dapat dipenuhi maka dapat melakukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

4.2 Saran 

4.2.1. Peserta BPJS Kesehatan 

 Bagi peserta BPJS Kesehatan, perlu diketahui terlebih dahulu hak dan kewajiban bagi 

peserta BPJS Kesehatan sehingga apabila kewajiban tersebut telah terpenuhi maka peserta 

tersebut akan mendapatkan haknya. Akan tetapi dalam penolakan BPJS Kesehatan 

terdapat alasan tertentu mengenai penolakan tersebut tersebut hal yang tidak dijamin oleh 

BPJS Kesehatan seperti kecantikan, operasi plastik, behel gigi dan masih banyak hal yang 

lain.  

4.2.2. Pemerintah 

 Bagi pemerintah, sebaiknya mengatur mengenai jumlah kuota bagi peserta BPJS 

Kesehatan sehingga jelas diatur dalam regulasinya dan tidak menyebabkan pihak rumah 

sakit untuk melakukan penipuan atau  fraud sehingga menimbulkan sikap diskriminasi.   
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